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TENTANG
BIAYA PEMUNGLUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAL
Mentmbang: a bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan
mctivast  pemungutan  Pajak  Daerah, maka perlu
memberikan  biava pemungutan kepada  Instansi
Pemungut  guna m:n”ml 1¢  kelancaran pelaksanaan |
pemungutan Pendapatan Ash Daerah; '
b. bahwa sehubungan dbnqhn hal tersebut, maka perlu
meneta pk Peraturan  Daerah Kabupaten Manggarai

tentang Biava Pemungutan Pajak Daerah

Viengingat : 1 Undan 69 Tahun 1958 tentang
Pembent ah Tingkat I dalam wilavah |
Daerah- herah Tingkat I 8 Iﬁ Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara T%muz’ Lembaran Negara Tahun 1935%
\?on 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

\OEHU& 8 qhun 1981 tentang Kitab

{ L: n Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209}



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang

Ketentuan  Umum dan  Tata Cara  Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negaia Nomor

3202)sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 359, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3560) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun [997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa {iembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagatimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tzhun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran negara Nomor 3845
Undang-Undang ~ Nomor 28  Tahun 1999
Penyelenggara Negara Yang Bersth dan Bebas Darn
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lertbaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3841);



- Undang-Undang Nomor 33 1
Permb ngan Keuangan Antara Pem ﬂmlah
N

g

g Nowmwor 4 Tahun
encaditan Pajak (Lembaran Ne cogra at
§0 Tambaban Lembaran Negara Nonor

Undang-Undange \omor 10 Tahu

Undiane-1nd

<3

\emm Fahun 2004 Nomor ‘53\
Newgara Nomor 4384);

Undang-Undang  Nomer 32
Pemerntahan Daerah (Lembaran
Nomor 123 Tambahan Lembaran Ney;

Y

emermtahan Daerah (Luno«‘ah \:Dmr
\o mor 126. Tambahan Lembaran Neoar:
Peraturan Pemerintah Nomor "104 ?ahun
Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Tanhun

tentang

2000

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000 rtentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keu

{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 707)‘

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka

Dengan Surat Paksa (Lembawu \bbia Tahun

Nomor 247. Tambahan Lembara
Peraturan Pemenntah Nomor l'
tata Cara Penjualan Barang_Sitaan Yar

Dart Penjuzalan Secara Lelang Dalaim Ra ng"
jak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negus
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Nezara

40507,

2000

1]

tentang
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Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
tentang Tempat dan Tata Cara Penvanderaan,
Rehabilitast Nama baik Penanggung Pajak dan
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negern Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8
Sert C Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 37
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Manggaral (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 34 Seri
D).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN -
MANGGARAL
dan

BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah int yang dimaksud dengan

| . Daerah adalah Kabupaten Manggarai

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsyr
penyelenggara pemerintahan Daerah

3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarar.

4 Instansi Pemungut adalah instansi vang melaksanakan pemungutan

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
{PAD) yang sah



A

Dacrah vang selanjuinva disebut Pajak adalah uran waiib
¢ difakukan oleh pribadt atau Badan Usaha kepada Pemerintah

Sacrah tanpa imbalan  langsung  vang seimbang  vang  dapat

lpaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  vang

verlaki vang  dicunakan  untuk membiavai  penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

O Pemungutan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari
menglimpun  data obyvek dan subyek pajak  dan  retribusi,
penentuan besarnya pajak dan retribusi vang terutang sampai
nuxdtar penagthan payjak  dan  retmibusi kepada  Wapb

jak/Retribust serta pengawasan penyetorannva

BAB I
PEMRERIAN BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 2

Biavd pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada Instansi Pemungut
dan lrlsmnsi 19 7 yang menunjang -

Pasal
Besarnva Diava pemungutan ditetapka“x sebesar 5 % {lima persen)
vang diperiitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah -




Pasal 4

denaan berfakunva Peraturan Daerah i maka ketentuan uvang perangsang
rada Peratura

z

da Peraturan Daerah vang mengatur tentang pungutan dinvatakan tidak
beriaku lagi

Pasal >

raturan Daerah mit mulal berlaku pada tanggal diundangkan

~1
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LT_SEKRETARIS DAERAH
A g s
#7 \-1__.—\%0 A

Agar  seniap  orang  dapat  mengetahuinya  memerintalikan
pensundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah

Ditetapkandi Ruteng
pada tanggal 29 Junt 2005

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 30 Jum 2005
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PENIELASAN ATAS -

PERATUR AN D AERAH RABUPATEN MANGGARAL

NOMOR 6 TAHUN 2003

BIAYA PEAUNGUTAN PAJAK DAERAH

PENIELASAN UM UM

Dalam rangka penvelenggaraan pemeriniahan setiap Daerah

mer‘l‘;puma:v hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendirt urusan

emerintahannya  uniuk  ment g’\ad\an efisienst dan  efektifitas
saraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

engan demikian agar penvelengearaan peinerintahan ddDa‘r

<

D
penvelenyg
r

jalan dengan baik. maka perlu ditunjang dengan ketersediaan dana

na itu perlu memacu dan meningkatkan Pendapatan Daerah
igan meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah guna

Kelancaran pelaksanaan pemerntahan, pembangunan dan

peningkatan F_‘k,l vanan masvarakat -

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanaan  pemungutan  Palak  Daerah perlu memberikan  biaya
pemungutan Pajak Daerah kepada Instanst Pemungut
Pemberian biava pemungutan ini diperuntukkan guna meningkatkan

pelaksanaan kegiatan pemungutan  m ulai dari kegiatan pendataan.
pendatiatan, penctapan, penagilian, penyetoran. pelaporan, evaluasi dan
vertifikasi serta pembinaan dan pengawasan .






